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Dengan hormat,

Perkenankan Kami, Tezar Yudhistira, S.H., M.H., Arief Rachman, S.H., M.H.,
Abdul Rohim, S.H., M.H., Viktor Santoce Tandiasa, S H_, M.H., macing-
masing sebagai Advokat pada ART & Co. Law Firm, berkedudukan di Jalan
Ampasit, No. 15 C Cideng, Gambir Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10150, dalam
hal in bertindak untuk dan atas nama : '

Nama : Dr. Drs. Helvis, $.S0s. S.H., M.H.

Tempat/Tal Lahir : Medan, 17 Februari 1961
Pekerjaan : Purn. TNI/Advokat

Kewarganegaraan : WNI

Alamat : Jalan HOS Cokroaminoto H. 44, RT. 00, RW. 00

Kelurahan Bamsari, Kecamatan Semarang Selatan
Kota Semarang, Jawa Tengah.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Juli 2020 (terlampir), selanjutnya

disebut sebagai Pemohon I
Nama : Muhammad Kholid Syeirazi, M.Si

Tempat/Tg! L ahir : Pekalongan, 15 Mej 1979

Pekerjaan - Wiraswasta/Sekretaris Umum PP ISNU
Kewarganegaraan : WNI _

Alamat : Jalan Nurul Thsan, No, 83 D, RT. 002, RW._ 003

Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Juli 2020 (terlampir), selanjutnya
disebut sebagai Pemohon II ‘
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rorum Kajian Hukum Dan Konstitusi (FKHK), suatu badan hukum berbentuk
perkumpulan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jalan
Sunan Giri No. 100, RT. 003, RW.001, Kelurahan Pondok Bahar, Kecamatan
Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, 15158, yang dalam hal ini diwakili oleh
Bayu Segara, S.H., sebagai Ketua Umum dan Kurniawan, S.H., M.H., sebagai
Sekretaris Jenderal, oleh karena itu sah mewakili perkumpulan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Juli 2020 (terlampir), selanjutnya
disebut sebagai Pemohon I1I

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III
secara bersama-sama disebut sebagai ~----------- ----- Para Pemohon

Dengan ini Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 169 A
Undaing-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4
Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6525) ("UU Minerba”) (Bukti P-1, UL Minerba), yang
mengatur :

{1) KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan
perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian
setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan:

3. kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan diiamin
mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai
Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanijian masing-masing untuk jangka
waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah
berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya
peningkatan penerimaan negara.

b. kontrak/perjanjian vang telah memperoleh perpanjangan pertama
dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai
Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama
10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya
perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya
peningkatan penerimaan negara.

(2) Upaya peningkatan penerimaan neaara sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )
huruf a dan huruf b dilakukan melalui-

a. pengaturan kembali pengenaan penerimaan pajak dan penerimaan
negara bukan pajak; dan atau;:

b. luas wilayah IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian sesuai
réencana pengembangan seluruh wiiayah kontrak atau perjanjian yang
disetujui Menteri.

(3) Dalam pelaksanaan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/Perjanjian, seluruh barang yang diperoleh selama masa pelaksanaan
PKP2B yang ditetapkan menjadi barang milik negara tetap dapat
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dimanifaatkan dalam kegiatan pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemegang IUPK sebagai Kelan jutan Operasi Kontrak/Perjan vjian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk Komoditas tambang Batubara wajib
melaksanakan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara di
dalam negeri sesuaij dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kentrak/Perjanjian  untuk
komoditas tambang Batubara yang telah melaksanakan kewajiban
Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara secara terintegrasi di dalam
negeri sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah perjanjian yang
disetujui Menteri diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap
kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Bertentangan dengan Pasal 18 A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 33 ayat
{2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 ("UUD 1945”) (Bukti P-2, UUD 1945), dengan dalil-dalil dan dasar hukum
sebagai berikut :

I

Kewenangan Mahkamah

1) Bahwa Pasal 24 ayat (2) perubahan Ketiga UUD 1945, mengatur :

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebush Mahkamah
Konstitusi”;

2) Bahwa Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945, mengatur :

“Mahxkamah Konstitusi berweiiaig mengadili pada tingkat peitaiiia dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menquiji_ undang-undang

terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan

lembaga negara yang Kewenaigaiiya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisiban
tentang hasil Pemilihan Umum™;

3) Bahwa selain diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 C ayat (1) UUD
1945 diatas, kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian
undang-undang terhadap UUD 1045 juga didasarkan pada ketentuan :

3.1. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun
2011 tentang perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (*UU Mahkamah Konstitusi”) yang
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mengatur "Mahkamal Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a)
menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;

3.2. Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman ("UU Kekuasan Kehakiman”), mengatur :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
an khir nn i nal untuk :

a. menauji _undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. memutus sengketa kewenangan Jembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

c. memutus pembubaran partai poiitik;

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan

e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”,

4) Bahwa Para Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan Pengujian
Pasal 169 A UU Minerba terhadap Pasal 18 A ayat (2), Pasal 27 ayat (1),
Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah Para Pemohon uraikan di
atas, maka secara hulaim Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk
memeriksa, mengadili serta memutuskan permohonan pengujian Pasal 169 A
UU Minerba terhadap UUD 1945,

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dan Kerugian Konstitusional
Para Pemohon

1) Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur Para
Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. perorangan WNI;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI

yang diatur dalam undang-undang;
badan hukum publik dan privat, atau;

C.
d. lembaga negara.

2) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-I11/2005 dan Perkara
No. 11/PUU-V/2007, menguraikan tentang kapasitas Para Pemohon
dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap
undang-undang dasar, yaitu :



3)

1)

5)

a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para
Pemohion telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.

c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat
spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial
yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan beriakunya
Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak
terjadi lagi.

Bahwa hak konstitusional Para Pemohon untuk melakukan pengujian
materiil terhadap UU Minerba, didasarkan atas Pasal 28 C Ayat (2) UUD
1945 vang mengatur :

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya daiam memperjuangkan
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan
negaranya.”

Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat yang harus
dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai Para Pemohon pengujian
undang-undang, yaitu memiliki kualifikasi atau legal standing sebagai
Para Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang dan adanya
kerugian konstitusional karena berlakunya suatu undang-undang.

Kedudulan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon

Bahwa Pemohon I adalah adalah Warga Negara Indonesia yang
dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-3, KTP)
dan sebagai pembayar paiak yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor
Pokok Waijib Pajak (Bukti P-4, NPWP). Pemohon I berprofesi sebagai
Advokat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Advokat No.
306136/001/DPP-KAT/2015 (Bukti P-5, KTA Advokat), dimana dalam
melaksanakan tugas profesinya sebagai Advokat, Pemohon I juga sering
mendapatkan pekerjaan sebagai Konsultan Hukum Pertambangan,
diantaranya di PT. Transon Bumindo Resources, yang dibuktikan dengan
Sertifikat sebagai Konsultan Hukum (Bukti P-6, Certificate of
Appriciation) yang diberikan oleh PT. Transon Bumindo Resources
kepada Pemohon 1.

Bahwa Pemonon I adaiah Warga Negara indonesia yang dibuktikan
dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-7, KTP) dan
sebagai pembayar pajak yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor
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7)

Pokok Waijib Pajak {Bukti P-8, NPWP), dalam aktivitasnya Pemohon II
adalah Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Nahdiatul Ulama ("ISNU”) yang
diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Nomor 292/A.11.04/11/2018 tentang Pengesahan Pengurus Pusat Ikatan
Sarjana Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2018-2023 (Bukti P-9, SK
Kepengurusan ISNU). Pemohon II Juga memiliki concern terhadap tata
kelola energi Indonesia, dimana hal tersebut dapat dilihat dari beberapa
karya tulisnya dalam bentuk buku (Bukti P-10, Curriculum Vitae) dan
kegiatan seminar serta pandangan/pendapat yang di muat dalam media
online (Bukti P-11, Kumpulan Berita).

Bahwa Pemohon III adalah Badan Hukum dalam bentuk perkumpulan
dengan nama Forum Kajian Hukum dan Konstitusi ("FKHK”"), didirikan
berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan No. 1 tanggal 15 Agustus 2012
yang dibuat dihadapan Reni Helianti, S.H., Notaris di Kabupaten
Tangerang (Bukti P-12, Akta Pendirian) dan telah mendapatkan
Pengesahaan sebagai Badan Hukum Perkumpulan berdasarkan Keputusan
Menterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-
220.AH.01.07.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum
Perkumpulan (Bukti P-13, SK MenkumHAM).

Bahwa berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia No. AHU-0000224.AH.01.08 Tahun 2018 tentang Persetujuan
Perubahan Badan Hukum Perkumpuian FKHK, susunan pengurus dan
pengawas telah disetujui untuk dirubah, dimana Bayu Segara, S.H.,
sebagai Ketua umum dan Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Sekretaris
Jenderai {Bukti P-i4, SK MenkumiiAM Perubahan). Pasal 9 ayat (3)
Akta Pendirian dan ketentuaan Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga FKHK
mengatur tentang kewenangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal
untuk imewakili organisasi FKHK didalam imaupun diluar pengadiiain
(Bukti P-15, AD/ART FKHK).

Kerugian Konstitusional Para Pemohon

Bahwa Pemohon I sebagai Warga Negara Indonesia dengan profesi
Advokat dan Konsultan Pertambangan merasa dirugikan dengan adanya
mekanisme yang dikhususkan bagi Badan-Badan Usaha Pertambangan
yang masiii berbentuk Kontrak Karya ("KK) dan Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara ("PKP2B”). Hal ini tentunya
mengakibatkan tidak dimungkinkannya Badan Usaha Pertambangan lain
untuk mendapatkan kesempatan yang sama diwilayah yang sudah di
miliki oleh badan-badan usaha yang memiliki KK dan PKP2B, sehingga
Pemohon I berpotensi secara pasti dirugikan oleh ketentuan norma



9)

10)

11)

"aguo” saat menjadi konsultan pertambangan di perusahaan tempatnya
bekerja.

Bahwa Pemohen II sebagai Warga Negara Indonesia yang menduduki
jabatan Sekretaris Umum ISNU memiliki tanggung jawab secara pribadi
untuk menjalankan visi dan misi ISNU dalam mengawal kebijakan-
kebijakan Negara incasy Peraturan Perundang-undangan agar tidak
merugikan kepentingan rakyat apalagi merugikan hak konstitusional
rakyat. Hingga saat ini Pemohon II masih konsisten mencurahkan
perhatian, pikiran dan tenaganva untuk mengamati, memantau serta
berpartisipasi pada perbaikan tata kelola energi sebagaimana amanat
Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur "Bumi dan air dan kekayaan alam

nag terkan di dalamnva dilkuasai negara dan di unakan
untuk Sar- r kemakmuran at. ”

Bahwa ketentuan norma “Aquo” cenderung mengakomodir kepentingan
sekelompok Badan Usaha untuk tetap mendapat jaminan penyesuaian
sekaligus perpanjangan Izin Pertambangan di Wilayah Izin uUsaha
Pertambangan Khusus (WIUPK) yang telah ditetapkan dalam KK dan
PKP2B. Sementara Pemohon II juga secara konsisten memperjuangkan
penerapan prinsip demokrasi ekonomi daiam kebijakan-kebijakan
negara, namun secara materiil UU Minerba bermasalah karena telah
kehilangan “ruh” idologi politik ekonomi (prinsip demokrasi ekonomi)
yang berbasis pada Pasai 33 UUD 1945 yang mana negara pada akhirya

‘kehilangan peran dan kedaulatannya dimana hal tersebut tergambar

dalam ketentuan norma “Aguo”. Hal ini tentunya merugikan hak
konstitusional Pemohon II yang selama ini diperjuangkan. Oieh
karenanya, apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini
maka dapat dipastikan kerugian atas hal tersebut tidak akan terjadi
dikemudian hari.

Bahwa selanjutnya Pemohon III memiliki tugas pokok melakukan
penelitian dan pengkajian dalam bidang hukum dan konstitusi serta
berperan aktif dalam melakukan upaya hukum dalam rangka upaya
menjaga serta menegakan konstitusi, serta telah memiliki struktur
organisasi yang terdiri dari ketua Umum, Sekretaris Jenderal serta kehua-
ketua bidang yang masing-masing memiliki tugas dan fungsinya sesuai
dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Namun periu
ditegaskan bahwa dalem status organisasi Pemchon III bukanlzh
merupakan organisasi yang berbasis massa melainkan suatu badan
hukum perkumpulan yang berisi Akademisi, Praktisi yang merupakan
inteleldual-intelektual muda, yang fokus dibidang pengkajian dan
pembangunan hukum dan konstitusi dengan upaya-upaya yang
konstitusional sesuai dengan mottonya vyaitu “Pentingnya
Berkonstitusi dalam Bernegara”,



12) Bahwa sifat, fungsi dan upaya dari dibentuknya badan hukum

13)

i4)

perkumpulan Pemohon III adalah telah diatur secara tegas dalam

Anggaran Dasar FKHK, yakni pada Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 angka 5,
yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6
FKHK bersifat mandiri, tunggal dan tidak terikat pada cirganisasi apapun

Pasal 7
FKHK berfungsi sebagai wadah pengkajian dan pengembangan hukum
dan Konstitusi.

Pasal 8
Untuk mewujudkan tujuannya, FKHK Melakukan upaya-upaya:
1. s
2o s
b SRy
4, ...
5. Melakukan upaya hukum apapun yang sah secara hukum dalam
upaya perlindungan nilai-nilai konstitusionalisme.

6. ...

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terbukti bahwa Pemohon 11T
dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum
(Public Interest advocacy), serta melakukan periindungan serta
penegakan nilai-nilai konstitusionalisme.

Bahwa Pemohon III akiif dalam menegakan nilai-nilai konstitusionaiisime
saat ada undang-undang yang merugikan hak konstitusional warga
negara secara umum dan Pemohon III secara khusus, diantaranya
menjadi Pemohon dalam Perkara No. 4/PUU-X/2012 terkait tentang
Penggunaan Lambang Negara (dinyatakan oleh Mahkamah, Pemohon III
memiliki legal standing dan Permohonan dikabulkan untuk sebagian oleh
Mahikamah Konstitusi). Kemiudian dalam Perkara No. 57 /PUU-XI/2013
terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani
Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (dinyatakan oleh
Mahkamah, Pemohon III memiliki legal standing dan permohonan
dikabulkan untuk seluruhnya). Demikian juga terhadap Perkara No.
118/PUU-XVII/ 2014 tentang Pengujian Perppu Pilkada Langsung
terkait dengan Kewenangan KPU dalam menyelenggarakan Pilkada,
Perkara No. 25/PUU-XIII/2015 tentang pemberhentian pimpinan
KPK, Perkara No. 123/PUU-XIII/ 2015 tentang batas waktu penetapan
tersangka, Perkara No. 66/PUU-XIV/2016 tentang Pembatalan Perda
oleh Pemerintah Pusat, Perkara No. 36/PUU-XV/2017 tentang Hak
Angket DPR terhadap KPK, terhadap kesemuanya Mahkamah menyatakan
bahwa Pemohion III memiliki kedudukan hukum. Terakhir dalam Perkara
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15)

No. 16/PUL-XVI/2018 terkait dengan pemanggilan Paksa oleh DPR
kepada warga negara, Mahkamah juga menyatakan Pemohon III memiliki
legal standing dan mengabulkan permohonan untuk sebagian.

Bahwa dalam perkara “Aquo” dimana Pasal 169 A UU Minerba
bertentangan dengan Pasal 18 A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 33 ayat
(2) dan ayat (3) UUD 1945, Hal ini tentunya telah merugikan hak
konstitusional Pemohon III yang secara konsisten mengawal dan

memperjuangkan Penegakan nilai-nilai konstitusionalisme, sejak
pembentukan Badan Hukum FKHK.

Berdasarkan daiii-dalii dan dasar hukum yang telah Para Pemohon uraikan
diatas, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (Jegal standing) dan
kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 169 A
UU Minerba terhadap UUD 1945, karena teiah memenuhi ketentuan Pasai 51
ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan syarat kerugian
hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 006/PUU-IIL/2005 dan Putusan No. 011/PUU-V/2007.

ITI1I. Alasan Permohonan

Ketentuan Pasal 169 A UU Minerba bertentangan dengan UUD 1945, sebagai
berikut :

A.

Pasal 169 A UU Minerba, mengatur :

(1) KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan
Jjaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak /Perjanjian seteiah memenuhi persyaratan dengan
ketentuan:

a. kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan
dijamin mendapatkan Z (dua) kaii perpanjangan dalam beniuk
IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-
masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun
sebagai keianjutan operasi sefeiah berakhirnya KK atau PKPZB
dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan
negara.

b. konirak/perjanjian yang {teiah memperoiehr perpanjangan
pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam
bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian
unituk jangka wakiu paling fama 10 (sepuiuh) tahun sebagai
kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK
atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan
penerimaan negara.

(2) Upaya peningkatan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:

9



a. pengaturan Kembali pengenaan penerimaan pajak dan
penerimaan negara bukan pajak; danf atau;

b. luas wilayah IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian
sesuai rencana pengembangan seluruli wilayah kontrak atau
perjanjian yang disetujui Menteri,

(3) Dalam pelaksanaan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/Perjanjian, seliruli barang yang diperoleh selama masa
pelaksanaan PKP2B yang ditetapkan menjadi barang milik negara
tetap dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pengusahaan
Pertambangan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk komoditas tambang
Batubara wajib melaksanakan kegiatan Pengembangan dan/atau
Pemanfaatan Batubara di dalam negeri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk
komoditas tambang Batubara yang telah melaksanakan kewajiban
Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara secara terintegrasi
di dalam negeri sesvai rencana pengembangan seluruh wilayah
perjanjian yang disetujui Menteri diberikan perpanjangan selama 10
{sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelzh memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

B. Ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 :
- Pasal 18A ayat (2) UUD 1945, mengatur :

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemantaatan sumber daya
alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras
berdasarkan undang-undang.”

- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, mengatur :
"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerinitanan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu

dengan tidak ada kecualinya.”

- Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1245, mengatur :

(2) ™“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleli Negara”,
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(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalaiminya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.”

Terhadap ketentuan norma a guo yang bertentangan dengan UUD 1945 dengan
alasan-alasan sebagai berikut :

1)

2j

3)

4)

5)

Bahwa jika hendak berbicara kebijakan makro dan mikro di bidang Sumber
Daya Aiam, maka hai yang periu dipertimbangkan yang utama oieh
penyelenggara negara adalah soal Idiologi Politik Ekonomi Bangsa Indoneisa.

Bahwa sSecara prinsip Bung Hatta pernah menyatakan bahwa, “deimiokiasi
sebagaimana yang dipancangkan melalui revolusi Perancis pada abad ke-18
hanya membawa masarakat Perancis pada demokrasi politik an sich yang
dalam level tertentu hanya menguitungkan masyarakat borjuasi dai
menepikan rakyat jelata. Dan demokrasi seperti itu, dianggap tidak sesuai
dengan cita-cita perjuangan Indonesia yang mencita-citakan terlaksananya
dasar-dasar penikeimanusiaan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, di sebelali
demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak,
manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab
itu, cita-cita demokrasi Indonesia harus mengarah pada demokiasi
sosial yang meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan
nasib manusia” (Yudilatif, Negara Paripurna, cetakan ketiga, Jakarta,
Gramedia, 2011, him. 382)

Bahwa para pendiri bangsa secara visioner menetapkan visi negara untuk
meraih perikehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur. Untuk mencapai hal tersebut, negara mengembangkan misi
melindungi keselamatan warga dan wilayah, kesejahteraan umum,
kecerdasan bangsa, serta ketertiban dan perdamaian. (vide : Baca
Pembukaan UUD 1945). Oleh sebab itu, apabila perkembangan demokrasi
dirayakan oleh oleh ekspresi yang oligarkis, tanpa kesanggupan negara
untuk menengkkan hukum, ketertiban, yang berkeadilan, maka negara dapat
kehilangan legitimasinya.

Bahwa konsepsi demokrasi di Indonesia tidak bisa jauh harus dikembalikan
pada konsepsi idiologi Pancasila. Pancasila merupakan dasar falsafah
pembangunan ({phiiosophische grondsiag), teropong untuk memandang
pembangunan (weltanschauung), dan bintang penuntun pembangunan
(leitstern). Sebagai dasar, cara pandang, dan panduan pembangunan,
Pancasila mestinya dijadikan paradigma pembangunan yang harus
ditempatkan di atas sekaligus merembesi segala bidang pembangunan lain.
(Jangan sampai terjadi miskonsepsi ideologi).

Bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang berdasarkan paradigma
Pancasila, hendaknya berangkat dari tiga ranah utama kehidupan manusia:
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6)

7)

&)

9)

10)

ianah mental-spiritual, ranahb institusional-politikal, dan sranalh
material-teknologikal. Ranah pertama kerap disebut sebagai ranah
budaya, sedangkan ranah kedua dan ketiga disebut sebagai ranah
peradaban. Meski demikian, lazim pula dipahami, dalam istilah peradaban
pun terkandung basis nilai budaya. Karena itu, ketiga ranah itu bisa disebut
dalam satu tarikan napas sebagai ranah peradaban. Paradigma Pancasila
telah mengantisipasi pentingnya memperhatikan tiga ranah itu.

Bahwa ranah mental-spiritual (kultural) basis utamanya adalah sila pertama,
kedua, dan ketiga. Dengan spirit ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan,
dikembangkan daya spiritualitas dalam sosiabilitas yang
berperikemanusiaan, egaliter, mandiri, amanah (berintegritas), beretos kerja
yang positif dan kreatif, serta sanggup menjalin persatuan (gotong royong)
dengan semangat pelayanan (pengorbanan).

Bahwa ranah institusional-politikal basis utamanya sila keempat. Bahwa
tatanan sosial politik hendak dibangun melalui mekanisme demokrasi bercita
kerakyatan, cita permusyawaratan dan cita hikmat-kebijaksanaan daiam
suatu rancang bangun institusi-institusi demokrasi yang memperkuat
persatuan (negara persatuan) dan keadilan sosial (negara kesejahteraan)
yang termanifestasi daiam kehadiran pemerintahan negara yang melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan
keadilan.

Bahwa Ranah material-teknologika! basis utemanya sila kelima. Bahwa
kemandirian dan kesejahteraan umum hendak diraih dengan
mengupayakan perekonomian merdeka; berlandaskan usaha tolong-
menclong (semangat kooperatif), disertai penguasaan negara atas
"karunia kekayaan bersama” (commonwealth) serta atas cabang-
cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak; seraya memberi nilai tambah atas karunia yang terberikan dengan
input pengetahuan dan teknologi.

Bahwa pada akhimya, tiga ranah tersebut, secara sendiri-sendiri dan secara
simultan, diarahkan untuk mewujudkan visi negara-bangsa: terwujudnya
perikehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur (material dan spiritual), berlandaskan Pancasila.

Bahwa dalam konteks ekonomi, demokrasi ekonomi Pancasila, dapat
dimaknai sebagai perwujudan dari perekonomian nasional vang disusun
sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, dengan cabang-
cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat
hidup orang banyak serta bumi, air, dan kekayaan alam vang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
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11)

12)

13)

14)

sebesair-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang mana prinsip
perekonomian  nasional diselenggarakan  berdasarkan  prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional.

Bahwa atas bagunan prinsip itulah, konstitusi kita dalam BAB XIV yang
mengatur Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial pada Pasal 33
ayat (2) UUD 1945 dikatakan bahwa, “Cabang-cabang produksi yang penting
bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
negara” ketentuan ini diiukuti dengan rumusan ayat (3) yang menghendaki
bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat”.

Bahwa ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) harus menjadi idiologi
politik ekonomi atau politik hukum ekonomi dalam setiap pengambilan
kebijakan pemerintah termasuk daiam perumusan undang-undang oieh
pembentuk undang-undang (DPR-Presiden) beserta aturan pelaksannya.

Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 85/PUU-XI/2013 pengujian
Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air memberikan
definisi yang tentang demokrasi ekonomi. (Vide : halaman 135), bahwa
demokrasi ekonomi adalah demokrasi yang dikonseptualisasikan
berdasarkan fakta mengenai pandangan bangsa Indonesia yang bersifat
kolektif, tidak individualistik, dan tidak liberal, sehingga perekonomian
nasional disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Dengan
demikian maka penyelenggaraan negara di bidang ekonomi sebagai upaya
pencapaian keadilan sosial sebagai tujuan negara haruslah didasarkan pada
demckrasi ekonomi yang memposisikan rakyat sebagai persecrangan dalam
kerangka kemasyarakatan. Terkait dengan hal tersebut maka sesungguhnya
negara dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya adalah sarana bagi
rakyat dalam mewujudkan keadilan scsial.

Bahwa Pelbagai ujian yang di hadapi dalam menegakkan ketentuan Pasal 33
UUD 1945 dalam pelbagai kesempatan pemah dialami yaitu ketika hadimva
Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang
memposisikan air menjadi barang komersial sebagai akibat dari adannya
pengaturan “Pola Pengelolaan Sumber Daya Air". Namun Mahkamah
Konstitusi melalui Putusan No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 kemudian
menegaskan bahwa “para founding fathers secara visioner telah meletakkan
dasar bagi pengaturan air dengan tepat dalam ketentuan UUD 1945 yaitu
Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: "Bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar besarnya kemakmuran rakyat.” Dengan demikian secara
konstitusional landasan pengaturan air adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
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15)

16)

17)

dan Pasal 28H UUD 1945...... " (Vide : 058-059-060-063/PUU-11/2004,
halaman 488). Pada pertimbangan ini memperihatkan sikap Mahkamah
dalam memposisikan air sebagai bagian dari objek penguasaan negara dan
merupakan hak yang harus di lindungi.

Bahwa dalam Putusan No. 058-059-060-063/PUU-II/2004, Mahkamah juga
kembali menegaskan dalam pertimbanganya pada halaman 495 bahwa, “air
adalah res commune, dan oleh karenanya harus tunduk pada ketentuan Pasal
33 ayat (3) UUD 1945, sehingga pengaturan tentang air harus masuk ke
dalam sistem hukum publik yang terhadapnya tidak dapat dijadikan objek
pemilikan dalam pengertian hukum perdata. Oleh karena itu, satu-satunya
konsep hak yang sesuai dengan hakikat pengaturan tersebut adalah hak atas
air sebagai hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Mahkamah berpendapat konsep Hak Guna Pakai Air sebagaimana telah
dirumuskan dalam UU SDA harus ditafsirkan sebagai turunan (derivative) dari
hak hidup yang diiamin oleh UUD 1945” Oleh karennya di luar hak guna pakai
setiap pengusahaan terhadap air haruslah tunduk pada hak penguasaan oleh
negara. Pemanfaatan air di luar hak guna pakai haruslah melalui permohonan
izin kepada Pemerintah dan dengan memenuhi svarat-svarat yang
ditentukan, Pemerintah dapat menerbitkan izin pemanfaatan air baik sebagai
bahan baku maupun pemanfaatan sumber daya dari air.

Bahwa Mahkamah juga melalui Putusan No. 058-059-060-063/PUU-11/2004
menegaskan konsep menguasai negara meliputi kegiatan: (1) merumuskan
kebijaksanaan (beleid), (2) melakukan tindakan pengurusan (bestuursdaad),
(3) melakukan pengaturan (regelendaad), (4) melakukan pengelolaan
{(beheersdaad), dan (5) melakukan pengawasan (toezichthoudendaad). (Vide
: 058-059-060-063/PUU-11/2004, halaman 498)

Bahwa makna menguasai negara juga sebelumnya telah telab ditafsirkan
oleh Mahkamah dalam Putusan Perkara No. 001-021-022/PUU-1/2003
pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan,
dimana Mahkamah berpendapat bahwa perkataan “dikuasai oleh negara”
haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas
yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas
segala sumber kekayaan "bumi dan 2ir dan kekayzan a2lam yang
terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian
kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan
dimaksud. Rakyat secara kolektif iu dikonstruksikan oleh UUD 1945
memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid)
dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad),
pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk
tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan
(bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan
kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan
(vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie).
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18)

19)

Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakikan melalui kewenangan
legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah
(eksekutif). Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme
pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung
dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik
Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q.
Pemerintal  mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber
kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad)
dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan
mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang
produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak
dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
seluruh rakyat. (Vide : 001-021-022/PUU-1/2003 halaman 334)

Bahwa lebih laniut dalam Putusan No. 001-021-022/PUU-1/2003 Mahkmah
kemudian merincikan pengertian penguasaan pada aspek perdataan yang
menyatakan bahwa “Di dalam pengertian penguasaan itu tercakup puia
pengertian kepemilikan perdata sebagai instrumen untuk memperiahankan
tingkat penguasaan oleh negara c.q. Pemerintah dalam pengelolaan cabang
produksi listrik dimaksud. Dengan demikian, konsepsi kepemilikan privat
oleh negara atas saham dalam badan-badan usaha yang menyanagkut
cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat
hidup orang banyak tidak dapat didikotomikan ataupun diaiternatifkan
dengan konsepsi pengaturan oleh negara. Keduanya tercakup dalam
pengertian penguasaan oleh negara. Oleh sebab itu, negara tidak berwenang
mengatur atau menentukan aturan yang melarang dirinya sendiri untuk
memiliki saham dalam suatu badan usaha yang menyangkut cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup
orang banyak sebagai instrumen atau cara negara mempertahankan _
penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan dimaksud untuk tujuan
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Vide : 001-021-022/PUU-1/2003,
halaman 335)

Bahwa tidak hanya berhenti pada beberapa putusan diatas, Mahkamah
dalam Putusan No. 36/PUU-X/2012 (Paragraf [3.11], halaman 99) datam
permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi kemudian kembali menegaskan secara lebih rinci
miakiia di Kuasai negara yang berada dalam Putusan No. 801-021-022/PUU-
1/2003 (Melalui Putusan Nomor 36/PUU-X/2012, Mahkamah merinci makna
dikuasai negara dalam Putusan No. 001-021-022/PUU-1/2003) bahwa,
"Kelima benluk penguasaan negara dalam putusan tersebut yaitu fungsi
kebijakan dan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan

pengawasan ditempatkan dalam posisi yang sama. Dalam hal

Pemerintah melakukan salah satu dari empat Fungsi penguasaan negara,
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misalilya hanya melaksanakan fungsi mengatur, dapat diaitiken babwa
negara telah menjalankan penguasaannya atas sumber daya alam. Padahal,

NG mengar. D0 ia) Egara 2ng _Lmum 01 negare

Sehingga menurut Mahkamah dalam Putusan No. 36/PUU-X/2012 (Vide :
Halaman 100), Pasal 33 UUD 1945, menghendaki bahwa penguasaan
negara itu harus berdampak pada sebesar-besar bagi kemakmuran

vakyat. Dalam hal ini, "pengertian dikuas:
f ._;_.- 3 : f [ x ; fuk ™ == ESa = = £
rakyat” yang menjadi tujuan Pasal 33 UUD 1945. Hal ini memperoleh

landasannya yang lebih kuat dari UUD 1945 yang dalam Pasal 33 ayat (3).

20) Bahwa dalam putusan Mahkamah No. 3/PUU-VIII/2010 pada Paragraf
[3.15.4] halaman 158, tanggal 16 Juni 2011, Mahkamah mempertimbangkan
bahwa, “...dengan adanya anak kalimat “dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat” maka sebesar-besar kemakmuran rakyat itulah yang
menjadi ukuran bagi negara dalam menentukan tindakan pengurusan,
pengaturan, atau pengelolaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya...”.

21) Bahwa apabila penguasaan negara tidak dikaitkan secara langsung dan satu
kesatuan dengan sebesar-besar kemakmuran rakyat maka dapat
memberikan makna konstitusional yang tidak tepat. Artinya, negara sangat
mungkin melakukan penguasaan terhadap sumber daya alam secara penuh
tetapi tidak memberikan manfaat sebesar-besar kemakimuran rakyat. Di satu
sisi negara dapat menunjukkan kedaulatan pada sumber daya alam, namun
di sisi lain rakyat tidak serta merta mendapatkan sebesar-besar kemakmuran
atas sumber daya alam. Oleh karena itu, kriteria konstitusional untuk
mengukur makna konstitusional dari penguasaan negara justru terdapat
pada frasa “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

22) Bahwa Dalam rangka mencapai tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat,
kelima peranan negara/pemerintah dalam pengertian penguasaan negara
sebagaimana telah diuraikan di atas, jika tidak dimaknal sebagai satu
kesatuan tindakan, harus dimaknai secara bertingkat. Maka Mahkamah
melalui Putusan No. 36/PUU-X/2012 membentuk rumusan tingkatan
penguasaan negara sebagai berikut:

“berdasarkan efektifitasnya untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat, Menurut Mahkamah, bentuk penguasaan negara peringkat pertama
dan yang paling penting adaiah negara melakukan pengelolaan
secara langsung atas sumber daya alam, dalam hal ini Migas, sehingga
negara mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengelolaan sumber
daya alam. Penguasaan negara pada peringkat kedua adalah negara
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23)

membual Kebijakan dan pengurusan, dan fungsi negara dalam
peringkat ketiga adalah fungsi pengaturan dan pengawasan.
Sepanjang negara memiliki kemampuan baik modal, teknologi, dan
manajemen dalam mengelola sumber daya alam maka negara harus memilib
untuk melakukan pengefoiaan secara langsung atas sumber daya a!am

Q&L Pengelolaan Iangsung yang d.'maksud di sini, ba:k dalam bentuk
pengelolaan langsung oleh negara {organ negara) melzalui Badan Uszha
Milik Negam sisi lain, jika ra_men 1] loiaan

ingga atba ira i berkura Pengelolaan secara
langsung inilah yang menjadi maksud dari Pasal 33 UUD 1945 seperti
diungkapkan cleh Mubammad Hatta salah satu founding leaders Indonesia
yang mengemukakan *... Cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945
ialah produksi yang besar-besar sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh
Pemerintah dengan bantuan kapital pinjaman dari luar. Apabila siasat ini
tidak berhasil, perlu juga diberi kesempatan kepada pengusaha asing
menanam modalnya di Indonesia dengan syarat yang ditentukan
Pemerintah... Apabila tenaga nasional dan kapital nasional tidak mencukupi,
kita pinjam tenaga asing dan kapital asing untuk melancarkan produksi.
Apabila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan kapitalnya, maka diberi
kesempatan kepada mereka untuk menanam modalnya di Tanah Air kita
dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri.
Syarat-syarat yang ditentukan itu terutama menjamin kekayaan alam Kkita,
seperti hutan kita dan kesuburan tanah, harus tetap erpelihara. Bahwa dalam
pembangunan negara dan masyarakat bagian pekerja dan kapital nasional
makin lama makin besar, bantuan tenaga dan kapital asing, sesudah sampai
pada satu tingkat makin lama makin berkurang”... Dalam pendapat
Muhammad Hatla tersebut tersirat bahwa pemberian kesempatan
kepada asing karena kondisi negara/pemerintah belum mampu dan
hal tersebut bersifat sementara. Idealnya, negara yang sepenuhnyva
mengelola sumber daya alam. (Vide : Putusan No. 36/PUU-X/2012,
Paragraf [3.12], Halaman 101)

Berdasarkan sejumlah Putusan Mahkamah atas tafsir Pasal 33 UUD 1945
megenai menguasai negara dapat disimpulkan beberapa paoin yang pada
intinya :

a. Bahwa Hak menguasai negara meliputi kegiatan. Pertarma, merumuskan
kebijaksanaan (beleid). Kedua, melakukan tindakan pengurusan
{(bestuursdaad). Ketiga, melakukan pengaturan {regelendaad). Keempal,
melakukan pengelolaan (beheersdaad). Kelima, melakukan pengawasan
(toezichthoudendaad),
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24)

25)

26)

27)

b. Makna penguasaan negais harus berdampak pada sebesar-besar bagi
kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, "pengertian dikuasai oleh negara”
tidak dapat dipisahkan dengan makna untuk “sebesar-besar kemakmuran
réxyat”;

€. Makna menguasai negara harus dimaknai secara bertingkat. Bentuk
penguasaan negara peringkat pertama dan yang paling penting
Biegaia melakukan pengeloizan secara langsung atas sumber
daya alam. Penguasaan negara pada peringkat kedua negara membuat
kebijakan dan pengurusan. Serta peringkat ketiga adalah fungsi
pengaturan dan pengawasan.

Dari berbagai ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi diatas sesungguhnya
putusan tersebut mengikat secara umum baik terhadap warga negara
maupun lembaga-lembaga negara sebagai penyelenggara kekuasaan
pemerintahan. Akibatnya semua organ atau lembaga negara, terikat pada

- putusan tersebut. Putusan vang bersifat final dan memperoleh kekuatan

hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum
menyebabkan materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian Undang-Undang
ataupun Undang-Undang secara keseluruhan tidak lagi mempunyai kekuatan
hukum mengikat. Hal tersebut membawa implikasi atau akibat hukum yang
sama dengan diundangkannya satu Undang-Undang vyaitu bersifat erga
omnes. Itu berarti bahwa putusan tersebut mengikat seluruh warga negara,
pejabat negara, dan lembaga negara [Erga Omnes (Latin: in relation to
everyone) istilah yang sering dipergunakan dalam hukum untuk menjelaskan
hak-hak atau kewajiban yang beriaku terhadap semua pihak].

Bahwa atas dasar beriakunya prinsip erga ommnes terhadap pelbagai putusan
Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan tafsir yang secara jelas dan
tegas terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 diatas,
maka seharusnya tidak ada alasan lagi bagi pembentuk undang-undang
untuk mengeyampingkanya dalam setiap proses pembentukan undang-
undang.

Bahwa akan tetapi dalam kondisi yang cukup sulit dan tak menentu akibat
pandemi yang melanda secara global termasuk Indonesia pembentuk
undang-undang pada tanggal 12 Mei 202¢ mengesahkan Revisi Undang-
Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU
Minerba) menjadi Undang-Undang (UU) dan pada tanggal 10 Juni 2020 telah
ditetapkan dan divndangkan RUU tersebut menjadi UU Minerba, vang
memiliki kecacatan secara subtansi (materiil).

Bahwa UU Minerba bermasalah secara materiil karena kehilangan “ruh”
idologi politik ekonomi (prinsip demokrasi ekonomi) yang berbasis pada
ketentuan Pasal 33 UUD 1945 yang mana negara pada akhirya kehilangan
peran dan kedaulatannya. Hal tersebut tergambar dalam ketentuan norma
“Aquo”,
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28)

29)

30)

Bahwa Ketentuan Norma “Aquo” berimplikasi terhadap beberapa hal :

a. Pemegang KK dan PKP2B yang akan berakhir kontrak/perjanjiannya
dapat secara langsung (otomatis) diperpanjang dengan jaminan
mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK (2x 10
tahun);

b. Pemegang KK dan PKP2B yang memperoleh perpaniangan melalui IUPK
langsung memperoleh luas wilayah yang eksisting berdasarkan kontrak
yang terdahulu;

c. Pemegang KK dan PKP2B selain memperoleh luas wilayang yang eksisting
dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK untuk tahap
kegiatan Operasi Produksi kepada Menteri (potensi perluasan wilayah);

d. Pemegang KK dan PKP2B diperiakukan berbeda dengan Badan Usaha
swasta sebagai akibat dari tidak tunduknya Pemegang KK dan PKP2B
terhadap ketentuan Pasal 75 ayat (4) UU Minerba, yang harusnya
mengikuti lelang bersama Badan Usaha swasta lainya jika ingin
memperoleh IUPK namun dengan berlakunya ketentuan norma Aquo
Pemegang KK dan PKP2B yang habis masa berlakunya tidak perlu
mengikuti lelang karena dijamin mendapatkan TUPK;

e. Negara melalui Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") dan Badan Usaha
Milik Daerah ("BUMD”) memiliki hak prioritas untuk mengelolah dan
memanfaatkan lahan pertambangan yang ditinggalkan oleh pemegang
KK dan PKP2B yang telah habis atau berakhir masa kontrak/perjanjian,
namun BUMN dan BUMD kehilangan peiuang dan kesempatan tersebut
dengan berlakunya ketentuan norma “Aquo”;

f. Rumusan Pasal 169 A UU Minerba memberikan peran yang terlalu besar
kepada Menteri dan menegasikan peran Pemerintah Daerah.

Bahwa berdasarkan pelbagai implikasi diatas menunjukan bahwa ketentuan
Pasai 169 A UU Minerba bertientangan dengan Ketentuan Norma Pasal 27

‘ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "segala warga negara

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dain pemeriniahan itu dengan tidak ada kecualinya”, hal
tersebut karena adanya perbedaan perlakuan antara pemegang KK dan
PKP2B dengan Badan Usaha swasta untuk memperoleh IUPK. Padahal secara
niikuin  pemegang KK dan PKP2B juga merupakan Badan Usaha swasta yang
sama posisinya dengan Badan Usaha swata yang diatur dalam Pasal 75 ayat
{4) UU Minerba.

Bahwa penambahan Pasal 169 A UU Minerba 2020 yang memberikan
kesempatan kepada pemegang KK dan PKP2B memperoleh jaminan
perpanjangan menjadi IUPK tidak memiliki politik hukum yang jelas,
dikarenakan tidak ada ratio Jegis/ alasan hukum dari pembentuk undang-
undang tiba-tiba mengubah undang-undang untuk mengatur hak-hak
pemegang KK dan PKP2B yang mana 2 {dua) jenis kontiak tersebut adalah
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31)

32)

33)

Badan Usaha swasta (Perlu diketahui Badan Usaha swasts berbeda gengan
Badan Usaha swasta nasional. Yang dimaksud dengan "Badan Usaha
swasta nasional” adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang
kepemilikan sahamnya 100 % (seratus persen) dalam negert).

Bahwa berdasarkan sejumlah data yang dimiliki Para Pemohon penting untuk
mengaitkan penambahan Pasal 169 A UU Minerba 2020 dengan beberapa’

perusahan pemegang PKP2B yang masa kontraknya akan berakhir
diantaranya :

Tabel.1
Data Pemegang PKPZB yang Kontraknya Akan Berakhir

Perusahaan Luas Wilayah (Ha) | Masa Berakhir Kontrak
PT. Kendiio Coal Indonesia i.869 i3 Sepiember 2021
Kaltim Prima Coal/ KPC 84.938 31 Desember 2021
PT Multi Harapan Utama 40.531 1 April 2022
PT. Arutmin indonesia 55.573 1 November 2020
PT Adaro Indonesia 31.379 1 Oktober 2022
PT Kedico Jaya Agung 47.500 13 Maret 2023
PT Berau Coal 106.009 26 April 2025

Sumber : Kolom Opini Harian Kompas, 18 Juli 2020

Bahwa sejumlah perusahaan pemegang PKP2B pada tabel diatas adalah
pemasok utama batubara ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk
memenuhi kelistrikan nasional. Tahun 2019, misalnya realisasi batubara PLN
untuk kelistrikan mencapai 91,1 juta ton dan perusahaan-perusahaan swasta
nasional memasok 70 persen batubara dan sisanya 30 persen dari anak
usaha PLN di sektor batubara.! Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat
bahwa PLN masih mengantungkan diri kepada perusahaan-perusahaan
PKP2B sebagai pemasok batubara untuk aliran listrik nasional.

Bahwa besamya keterkaitan batubara sebagai sumber energi untuk
pembangkit listik nasional pada PLN memperlihatkan bahwa batubara adalah
cabang produksi yang penting bagi negara dan vang menguasai hajat hidup
orang banyak, sehingga telah sewajarnnya pemegang PKP2B dapat di
alihkan ke BUMN/BUMD agara negara melakukan pengelolaan secara
langsung atas sumber daya batubara (penguasaan negara). Pengelolaan
secara langsung atas sumber daya batubara adalah sejalan dengan tafsir
Pasal 33 UUD 1945 dalam Putusan No. 36/PUU-X/2012 yang mengupayakan
agar negara melalui (BUMN/BUMD) melakukan penguasaan dengan megelola
secara langsung sumber daya batubara yang sangat berdampak langsung
untuk "sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

! Harian Kompas 18 Juli 2020
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34)

33)

36)

37)

Bahwa Pasal 169 A UU Minerba memperiihatkan ketidak berpihakan
pembentuk undang-undang terhadap peran (organ negara) melalui BUMN
dan BUMD yang memperoleh prioritas dalam mendapatkan IUPK (Vide : Pasal
75 yat (3) UU Minerba), akan tetapi pihak yang memegang KK dan PKP2B
diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/Perjanjian tanpa mengikuti pelbagai mekanisme yang diatur dalam
Pasal 75 UU Minerba.

Bahwa adanya prioritas BUMN dan BUMD dalam mendapatkan IUPK telah
diatur secara dalam ketentuan Pasal 75 ayat (3) UU Minerba. Sedangkan
khusus untuk Badan Usaha swasta untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan
dengan cara lelang. Kontruksi Pasal 75 ayat (3) UU Minerba ini menunjukan
politik hukum yang menghendaki BUMN dan BUMD di posisikan sebagai pihak
yang utama memperoleh IUPK sebagai bagian dari pelaksanaan tafsir
menguasai negara (negara melakukan pengelolaan) vang tertuang dalam
Pasal 33 UUD 1945 dan sejalan dengan pelbagai putusan Mahkamah
Konstitusi tentang makna menguasai negara.

Bahwa Konstuksi Pasal 75 ayat (3) UU Minerba yang memberikan prioritas
kepada BUMN dan BUMD untuk memperoleh IUPK sejak awal telah menjadi
politik hukum yang dipilih oleh pembentuk undang-undang sebagaimana
tertuang dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara. Sehingga ketentuan Pasal 169 A UU Minerba
bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yvang menyatakan
bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”, dan ayat (3)
UUD 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat™

Bahwa Keberadaan Pasal 169 A UU Minerba telah memberikan kewenangan
yang teriampau iuas kepada Menteri untuk memberikan jaminan
perpaniangan menjadi IUPK kepada pemegang KK dan PKP2B tanpa
mengikutsertakan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang secara langsung
berdampak dari keberadaan kegiatan yang tertuang daiam KK dan PKPZB.
Sehingga ketentuan pasal a quo bertentangan dengan Pasal 18 A ayat
{2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Hubungan keuangan, pelayanan
umum, pemaniaaian sumber daya aiam dan sumber daya iainnya
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan
secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang” Disamping itu
keberadaan Pasai 169 A UU Minerba menunjukan reiasi yang tidak adii antara
pusat dan daerah dalam mengelola sumber daya alam.
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V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Para
Pemohon memohon kepada Maijelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa
dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan :

1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya,

2) Menyatakan Pasal 160 A Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomoir 147 dan Tambahain Lembaiai Negaira Republik Indonesia Nomor
6525) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami
ART & Co. Law Firm |
Kuasa Hukum Para Pemohon,

@J alely &

Tezar Yudhistira, S.H., M.H. Arief Rachman, S.H., M.H.

fohis”

Abdul Rohim, S.H., M.H. Viktor Sa Tandiasa, S.H., M.H.
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